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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEI{YULUHAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

NOMOR : 232 /Kpts /KP . 43o / L / to / 2o2o

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR

HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

LINGKUP BADAN PEI\TYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatal Pemberantasan

Korupsi, setiap penyelengaraan Negara wajib

menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu

menetapkan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara lingkup Badan Peny'uluhan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian

Tahun 2O2O;

Menimbang

1. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun l99g tentang

Pemberaltasan Tindal< Pidana Korupsi (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14O, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) juncto

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20O2 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O10 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2Ol9 tentang

Organisasi Kementerial Negara;

8. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Ta-hun 2019 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian

Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Perrner,tan /
OT.O10/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Ke{a

Kementerian Pertanian;

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2O04 tentang Percepatal

Pemberantasan Korupsi;

Memperhatikan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 28 Maret

2012 tentang Kewqiiban Penyampaian dan Sanksi atas

Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan,

Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Lembaga

dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Lingkup

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pertanian Tahun 2O2O tercantum pada Lampiral yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melaporkan harta

kekayaannya melalui Sistem Informasi Pelaporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (SIHARKA) Kementerian

Pendayagunaan Apa-ratur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Keputusan ini mulai berla-ku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2020

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

SU NUSIA PERTANIAN,

AMSI

1989031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

6. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;

7. Yang bersangkutan.


